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Lembaga ini adalah lembaga legislatif, di mana di Indonesia disebut dengan DPR RI (untuk tingkat pusat), dan DPRD untuk tingkat daerah, baik propinsi maupun di kabupaten.


Dalam rangka pelaksanaan tugas DPR RI mempunyai alat-alat kelengkapan kerja sebagai berikut :

a. Pimpinan DPR

Terdiri atas seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih antara anggota DPR dengan cara pemilihan seperti diatur dalam peraturan Tata Tertib DPR yang dibuat oleh DPR itu sendiri.

Tugasnya :

· memimpin rapat DPR 

· menyimpulkan persoalan yang dibicarakan

· menentukan kebijakan anggaran belanja

· menyusun rencana kerja DPR dengan membagi pekerjaan antara ketua dan wakil ketua dengan mengumumkan secara terbuka dalam rapat paripurna.

· memberikan pertimbangan kepada pimpinan

· menetapkan pokok-pokok kebijakan DPR sendiri dan atau parlemen, dan tugas-tugas lain yang diserahkan kepada mereka

b. Fraksi-fraksi

Setiap anggota DPR harus tergabung dalam salah satu fraksi yang dibentuk DPR, yang bertugas meningkatkan kemampuan yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR yang terdiri dari kekuatan sosial politik dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Tugas Fraksi : 
· menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing fraksi

· meningkatkan kemampuan, efektifitas, dan efisiensi kerja anggota dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam tiap kegiatan DPR.

c. Komisi-komisi

Komisi adalah pengelompokkan anggota DPR yang terdiri dari bidang keahlian dan tugas yang ditetapkan sendiri oleh DPR dengan surat keputusan. Tugas ini meliputi :

· bidang perundang-undangan

· anggaran,

· pengawasan.

d. Badan Musyawarah, bertugas :

· menetapkan acara-acara DPR dalam satu tahun atau masa persidangan

· memberi pertimbangan kepada pimpinan

· menetaspkan pokok-pokok kebijakan DPR sendiri dan / atau parlemen, dan tugas-tugas lain yang diserankan kepada mereka.

e. Badan Urusan Rumah Tangga

f. Badan Kerjasama antar Parlemen

g. Panitia-panitia khusus

2. Seluruh anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang diadakan sekali dalam lima tahun

3. Hak-haknya :
a. Hak anggaran

b. Mengajukan RUU

c. Mengadakan perubahan RUU yang diajukan pemerintah

d. Hak angket

e. Mengajukan pendapat

f. Menyampaikan resolusi

g. Meminta Keterangan

4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan

5. Berhak meminta agar diadakan sidang MPR untuk memeriksa tanggung jawab presiden dan wakil presiden, atau untuk sebab-sebab lain yang penting dan menyangkut kepentingan bangsa dan negara

6. Memutus dengan musyawarah – mufakat atau dengan pemungutan suara

7. Anggota DPR berhak mengajukan pertanyaan dan pendapat baik dalam sidang maupun di luar sidang

8. Anggota DPR dan Pimpinan DPR berhak atas honorarium (kompensasi) yang diatur dengan undang-undang

9. Anggota DPR tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam sidang DPR

10. DPR berhak untuk menyatakan pendapat mengenai persetujuan internasional yang dibuat oleh Pemerintah

11. DPR bersidang setiap waktu sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR

12. DPR hanya menyatakan “setuju” dan “tidak setuju” atas Perpu atau Ratifikasi suatu Perjanjian Internasional

13. DPR dipimpin oleh seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua

14. Perpu yang tidak diajukan kepada DPR dalam masa sidang berikutnya menjadi batal demi hukum
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